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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG

Memeriksa dan mengadili  perkara perdata agama pada tingkat pertama

telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT,  umur  36  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

xxxxxxxx , tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, dalam hal ini

memilih domisili elektronik (email) XXXXXXXXXXX@gmail.com

sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx

xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH, sebagai Tergugat;

 Pengadilan Agama tersebut;

 Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

 Telah mendengar keterangan Penggugat; 

 Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Penggugat dengan surat  gugatannya tertanggal  16

Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada

hari  itu  juga  dengan  register  perkara  nomor  27/Pdt.G/2024/PA.Tjg,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  tanggal  22  Maret  2020,  Penggugat  dan  Tergugat

telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

pada  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Tengaran  Kabupaten

Semarang,  sebagaimana  sesuai  dengan  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :

xxxx/xxx/xxx/xxxx, tertanggal 22 Maret 2020;  
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2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

di rumah milik Penggugat  di  KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA

TENGAH, selama 10 bulan sampai berpisah;  

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon

telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum di karuniai

keturunan;  

4. Bahwa sejak tanggal 13 September 2020 Penggugat dan Tergugat mulai

tidak harmonis disebabkan karena : 

a. Tergugat  diketahui  sering  mengkonsumsi  minuman  keras

(beralkohol);  

b. Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa menafkahi Penggugat

dengan layak;  

c. Tergugat sering bersikap dan berkata-kata kasar bahkan pernah

beberapa kali memukul Penggugat ketika terjadi pertengkaran;  

5. Bahwa  ketika  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat

dan Tergugat berupa pertengkaran mulut dan kekerasan fisik;  

6. Bahwa  akibat  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  sejak

tanggal  10  januari  2021,  dimana  setelah  terjadi  cekcok  mulut  lagi

sebagaimana masalah tersebut diatas akhirnya Tergugat pergi meninggalkan

rumah kediaman bersama;  

7. Bahwa  hingga  sekarang  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pisah

tempat tinggal selama 3 tahun hingga sekarang;  

8. Bahwa  selama  pisah  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  pernah

kumpul baik lagi sebagaimana layaknya suami istri dan juga Tergugat tidak

pernah memberikan nafkah wajib lagi hingga sekarang;  

9. Bahwa selama berpisah sudah pernah dirukunkan oleh keluarga

kedua belah pihak namun tidak berhasil  karena Penggugat tidak sanggup

dan tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;  

10. Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  di  atas,  telah  cukup  alasan  bagi

Penggugat  untuk  mengajukan  Gugatan  ini  sebagaimana dimaksud  dalam

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat

mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung kiranya berkenan

menerima dan memeriksa perkara ini;  
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11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini;  

Bahwa  berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  Penggugat  mohon

kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Tanjung  cq.  Majelis  Hakim  yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:   

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;  

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  shughra  Tergugat  (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT);  

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;  

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  (ex

aequo et bono); 

Bahwa pada hari-hari  sidang yang telah ditetapkan,  Penggugat  datang

menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa  Tergugat  telah  dipanggil  di  alamat  sebagaimana  tertera  dalam

surat  gugatan  Penggugat  dan  menurut  relaas  panggilan  Nomor

27/Pdt.G/2024/PA.Tjg,  ternyata  dinyatakan  Tergugat  tidak  dikenal  di  alamat

tersebut;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  untuk  mempersingkat  uraian  maka

semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap

telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat adalah

sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  pada  hari  dan  tanggal  persidangan  yang  telah

ditentukan Penggugat hadir di persidangan sementara Tergugat tidak hadir di

persidangan;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  yang  tidak  hadir  di  persidangan

berdasarkan  berita  acara  relaas  panggilan  Nomor  27/Pdt.G/2024/PA.Tjg.,

Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;
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Menimbang,  bahwa  oleh  karena  alamat  Tergugat  tidak  dikenal,

sedangkan  yang  membuat  gugatan  dan  yang  memberikan  alamat  Tergugat

adalah  pihak  Penggugat  sendiri  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  alamat

Tergugat  harus  dinyatakan  tidak  jelas/kabur  (Obscuur  libel)  oleh  karena  itu

harus  dinyatakan  gugatan  Penggugat  tidak  dapat  diterima  (niet  onvankelijk

verklaard);

Menimbang,  bahwa  karena  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang

perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal  89 ayat  (1) Undang-Undang

nomor 7 tahun 1989, yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun

2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya

perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  serta  hukum

syara’yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Penggugat  sejumlah

Rp. 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah). 

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama Tanjung pada hari Senin tanggal  05 Februari 2024 Masehi bertepatan

dengan tanggal 24 Rajab 1445 Hijriah oleh  Adi Martha Putera, S.H.I. sebagai

Ketua  Majelis,  Jajang  Husni  Hidayat,  S.H.I.  dan  Rizka  Arsita  Amalia,  S.H.,

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hakim  Anggota  tersebut,  dan  didampingi  oleh  Alfina  Rizkiani,  S.H. sebagai

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Jajang Husni Hidayat, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Ketua Majelis,

Adi Martha Putera, S.H.I.
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Rizka Arsita Amalia, S.H.
Panitera Pengganti,

Alfina Rizkiani, S.H.

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  ATK Perkara : Rp 75.000,00

-  Panggilan : Rp 51.000,00

-  PNBP : Rp 20.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp           10.000,00  

J u m l a h : Rp 196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
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